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KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-41/NB.1/2022

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI
KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana terakhir
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0500/HT.01.01/2017
tanggal 28 November 2017 telah memperoleh pengesahan dari
Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-105/NB.11/2018 tanggal 2
Maret 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari
Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah;

bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam
huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor
0059/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

bahwa dengan surat Nomor 2204 /DHC.03/2022 tanggal 1 Maret
2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana
Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
dan terakhir kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 12
Agustus 2022 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan
(SIJINGGA), Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
selaku Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah telah mengajukan permohonan pengesahan
atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c¢ telah memenuhi
persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d tersebut di atas, dipandang
perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas
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Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun
dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3507);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016
tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana
Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan
Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5852);

5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 tentang
Pemberhentian dan  Pengangkatan  Keanggotaaan  Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang
Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH.

KESATU :  Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,
berkedudukan di Semarang, yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor 0059/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 24 Februari 2022
tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

KEDUA :  Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-105/NB.11/2018
tanggal 2 Maret 2018 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana
Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah, dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.
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KETIGA

KEEMPAT

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/NB.1111140

Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II;
Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank IA;
Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank 2A;
Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Nonbank;
Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selaku Pendiri
Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah.

Nk W=

Ditetapkan di

Pada tanggal 22 Agustus 2022
a.n.DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS

IKNB II SELAKU PLT. DEPUTI

KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

MOCH. IHSANUDDIN

OJK-160822-194836
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SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor : 0059/HT.01.01/DHC/2022
TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Menimbang - ‘a. bahwa guna menjaga dan mendukung agar ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tetap
terkini/aktual, maka setiap ada perubahan peraturan perundangan selanjutnya
perlu dilakukan penyempurnaan/penyesuaian; :

b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dipandang perlu
untuk mengubah/menyesuaikan Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0500/HT.01.01/2017 tentang
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

c. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka perubahan Peraturan Dana
Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi;

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; .

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

I

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemben
Kerja dan peraturan pelaksanaannya;

6. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

7. Keputusan..........
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7. Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
sebagaimana Akta Nomor 23 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat di hadapan
Subiyanto Putro, S.H.. M.Kn., Notaris di Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA
PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

2. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dan Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah.

Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pendirt adalah Bank.

Pemberi Kerja adalah Pendiri.

Direksi adalah Direksi Bank.

Pegawai adalah Pegawai Bank.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.

. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.

10 Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan.

11.Pensiunan adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah menerima manfaat pensiun sesuai
Peraturan.

12.Peserta adalah Pegawai yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap sebelum tanggal 13 Juni 2017
dan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan serta telah terdaftar di Dana Pensiun pada saat Peraturan
sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembanguna Daerah Jawa Tengah tentang Peraturan
Dana Pensmun.

13.Mantan Pegawai adalah Peserta yang telah berhak atas Pensiun Ditunda.

14.Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum
mencapai usia pensiun dipercepat, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta memasuki
usia pensiun sesuai dengan Peraturan.

O PN L AW

15. Berhenti..
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15.Berhenti bekerja adalah berhenti bekerja dari Pemberi Kerja tanpa memperhatikan alasan
pemberhentian.

16.1Istri / Suami adalah Istri / Suami yang sah dari Peserta menurut hukum dan telah terdaftar pada
Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal
dunia.

17. Anak adalah anak kandung yang sah dan/atau anak yang disahkan menurut hukum dan telah terdaftar
pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal
dunia.

18.Janda / Duda adalah Istri / Suami yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang meninggal dunia, dan
telah terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun
atau meninggal dunia.

19.Pihak yang berhak adalah Janda / Duda atau Anak atau pihak yang ditunjuk.

20.Pihak yang ditunjuk adalah Pihak yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan
tidak mempunyai anak serta telah tercatat pada Dana Pensiun.

21.Cacat adalah Cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan
pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak yang diperoleh sesuai dengan pendidikan,
keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

22.Gaji adalah Gaji berdasarkan Peraturan Gaji Pemberi Kerja yang berlaku.

23.Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah Gaji bulan terakhir Pegawai yang menjadi dasar
perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun.

24 Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Pensiunan atau Janda/ Duda
atau Anak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan.

25.Manfaat Lain adalah pembayaran Manfaat Pensiun lainnya atau manfaat selain Manfaat Pensiun yang
dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.

26.Masa Kerja adalah suatu jangka waktu yang dihitung sejak tanggal penetapan menjadi Pegawai
sampai dengan tanggal penetapan berhenti bekerja, termasuk masa kerja yang dibawa dari Dana
Pensiun lain yang disetujui Pendiri / Pemberi Kerja yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Pensiun.

27.Dana Terpenuhi adalah keadaan Dana Pensiun yang Kekayaan untuk Pendanaannya tidak kurang dari
Nilai Kini Aktuarianya. .

28.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
Otoritas Jasa Keuangan.

29.Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk
pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

30.Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata
Kelola.

31. Tingkat..........
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31.Tingkat Kesehatan Dana Pensiun adalah hasil penilaian kondisi Dana Pensiun yang dilakukan
terhadap tata kelola Dana Pensiun yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan.

32.Iuran Pemberi Kerja adalah Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada Dana Pensiun
yang dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria.

33.Iuran Peserta adalah iuran Dana Pensiun yang menjadi beban Peserta.

34.Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset Dana Pensiun oleh Pengurus
berdasarkan pada Arahan Investasi.

35.Pengalihan dari Dana Pensiun lain adalah pengalihan dana yang menjadi hak peserta sebagai
konsekuensi pindahnya kepesertaan seorang peserta dari Dana Pensiun yang satu ke Dana Pensiun
yang lain.

BAB I
DANA PENSIUN

_ Pasal 2
Nama dan Tempat Kedudukan

(1) Dana Pensiun bernama Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,
dengan sebutan DAPEN Bank Jateng yang berkedudukan di Semarang.

(2) Dana Pensiun dapat membuka Kantor Perwakilan di tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan
Pendiri, satu dan lain tanpa mengurangi perizinan dari instansi yang berwenang.

Pasal 3
Pendirian Dana Pensiun

(1) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kelanjutan dari Yayasan
Dana Pensiun Karyawan/Karyawati Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang di bentuk
berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 12 Pebruari 1977 Notaris Ny. Titi Ananingsih Soegiarto,S.H.,
Notaris di Semarang, yang pembentukannya telah mendapat pengesahan dari Menteri berdasarkan
Surat Nomor S-18/MK.11/78 tanggal 7 Agustus 1978.

(2) Yayasan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah disesuaikan dengan Undang-
Undang Dana Pensiun dengan nama Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor
119/Dir/Kpts/VIII/9S tanggal 1 Agustus 1995 tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Nomor KEP. 442/KM.17/1995 tanggal 19 Desember 1995 dan perubahan
terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor :
0500/HT.01.01/2017 tanggal 28 November 2017 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-105/NB.11/2018 tanggal 2
Maret 2018.

(3) Dana..........
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Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

Pasal 4
Asas

Dana Pensiun berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

landasan konstitusional.
Pasal 5
Bentuk, Maksud Dan Tujuan
(1) Dana Pensiun bérbentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja.

2

(1)

)
&)
(4)
©))
©6)

Maksud pembentukan Dana Pensiun .adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat
Pasti (PPMP) yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan bagi
Peserta dan anggota keluarganya setelah berhenti bekerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.

Pasal 6
Sumber Dana Kekayaan Dana Pensiun

Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari Pengalihan Kekayaan Yayasan Dana Pensiun
Karyawan/Karyawati Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang selanjutnya kekayaan Dana
Pensiun dihimpun dari :

a. Iuran Pemberi Kerja;

b. Iuran Peserta;

¢. Hasil Investasi;

d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.

Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendiri serta dikecualikan dari tuntutan hukum atas
kekayaan Pendiri.

Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas
suatu pinjaman.

Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dan
ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh OJK.

Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang
ditetapkan dalam Peraturan ini.

Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik
secara langsung maupun tidak langsung pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah
dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan tersebut di bawah ini :

a. Pengurus, Pendiri, atau Penerima Titipan;
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. Badan Usaha yang lebih 25% (dua puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan

yang terdiri dari Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan atau Serikat Kerja yang anggotanya adalah
Peserta Dana Pensiun ini.

Pejabat atau Pengurus dari badan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta keluarganya sampai
derajat kedua menurut garis lurus ke atas dan ke bawah maupun garis lurus kesamping, termasuk
menantu dan ipar.

(7) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini,
penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pibak
dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi
yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun
dalam bentuk Surat Berharga yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dengan memenuhi
ketentuan tentang investasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang
Dana Pensiun.

BAB II
PENDIRI DAN KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Pasal 7
Pendiri Dana Pensiun

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili
oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pasal 8
Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pendiri

(1) Tugas dan Wewenang Pendiri, adalah :

a.
. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus.

. Menetapkan garis-garis besar kebijakan umum Dana Pensiun.

. Menetapkan Peraturan dan perubahannya.

. Menetapkan dan mengubah arahan investasi yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi.

@ = o A o o
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Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun.

Memperoleh Salinan Rencana Bisnis dari Dana Pensiun setiap tahun.

. Menetapkan honorarium dan pesangon bagi Dewan Pengawas dan Pengurus sesuai dengan

ketentuan remunerasi yang berlaku pada Dana Pensiun.

. Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.

Pendiri menetapkan Pedoman Tata Kelola yang disusun oleh Pengurus.

. Pendiri..........
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j. Pendiri wajib mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun.

k. Pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing — masing sebagaimana diatur
dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang — undangan di bidang Dana Pensiun.

1. Pendiri wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan
fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pendiri wajib membayar iuran yang menjadi bebannya yang besarnya ditetapkan berdasarkan

perhitungan aktuaria guna memenuhi kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun.

Pendiri wajib menyetor seluruh iuran peserta yang dipungutnya beserta iurannya sendini ke Dana

Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Turan Peserta dan Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang belum

disetor ke Dana Pensiun dinyatakan sebagai Hutang Pendiri.

Pendin bertanggung jawab :

a. agar Dana Pensiun selalu dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak.

b. menjaga agar Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi atau dalam hal keadaan
tersebut belum tercapai maka bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertabhap mencapai
keadaan Dana Terpenuhi.

Pasal 9
Dewan Pengawas

Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan secara tertulis oleh Pendiri.

Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

d. Menandatangani surat pernyataan tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Dewan
Pengawas;

e. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian kemampuan dan
kepatutan;

f. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;

g. mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat;

h. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh
manfaat daripada kepentingan pribadi;

i. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentmgan
Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

. Mampu..........
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Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi
yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.

(3) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas paling sedikit 4 (empat) orang dengan susunan 1 (satu) orang
sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Anggota.

(4) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dengan
perbandingan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja berasal dari Pegawai atau bukan
Pegawai.

b. Anggota Dewan Pengawas dari Wakil Peserta harus berasal dari Peserta aktif di Dana Pensiun.

d

Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang dan
jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka Anggota Dewan Pengawas yang
mewakili Peserta paling sedikit 1 (satu) orang berasal dari Pensiunan yang masih menerima
manfaat pensiun secara berkala.

Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta aktif adalah dapat Ketua Serikat Karyawan (ex
officio), atau pengurus lainnya yang mendapat penugasan.

(5) Anggota Dewan Pengawas Paling sedikit separuh dari jumlah Dewan pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

(6) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah
masa jabatan berakhir dapat diangkat kembali selama 1 (satu) periode.

(7) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

(8) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila :

o Qa6 o

g

. Meninggal dunia; atau,

. Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; atau,

. Diberhentikan oleh Pendiri; atau,

. Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini; atau,

. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukurn yang tetap; atau,

Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau,
Status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir.

(9) Apabila jabatan anggota Dewan Pengawas kosong, Pendiri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan
harus mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan masa
jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota yang digantikan atau sebagaimana ayat (6) pasal ini.

(10) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

(11) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai :

a. Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang sama; atau

b.

Dewan Pengawas, Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun yang lain.

12). Larangan..........
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(12) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b tidak termasuk dalam hal
Pendiri Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dan grup atau
konglomerasi keuangan yang sama.

(13) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium, bonus dan pesangon yang besarnya ditetapkan
oleh Pendiri yang menjadi beban Dana Pensiun.

(14) Pajak atas Penghasilan sebagaimana ayat (13) menjadi beban Dana Pensiun.

Pasal 10
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

(1) Tugas Dewan Pengawas :

1.1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan
oleh Pengurus.

1.2. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi.

1.3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis secara semesteran.

1.4. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan
salinannya diumumkan kepada Peserta.

1.5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan.

(2) Wewenang Dewan Pengawas :

2.1. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan dan Laporan
Investasi, serta Aktuaris untuk membuat Laporan Aktuaris.

2.2. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berhak memasuki pekarangan- pekarangan, gedung-
gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa
buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan dana pensiun.

2.3. Memperoleh semua keterangan yang berkenaan dengan Dana Pensiun sebagaimana diperlukan
dari Pengurus. ‘

2.4. Menyetujui Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Pengurus.

2.5. Menetapkan dan menyetujui bonus bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai.

2.6. Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada
Pengurus apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan
ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahan Investasi dan rencana investasi
tahunan tidak dapat diterima.

(3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

3.1. Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan Dana Pensiun.

3.2. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengawasan dan pembmaan dan
pelaksanaan tugas Pengurus.

, 33Dewan......
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3.3. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;

b. memastikan pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik;

c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana
Pensiun secara independen;

d. memastikan bahwa Pengurus telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil
pengawasan OJK;

e. memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai
dengan standar audit yang berlaku;

f menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan ﬁmg31
audit internal, fungsi audit eksternal, dan/atau hasil pengawasan OJK;

g. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara
independen, tidak mempunyai. kepentingan yang dapat menganggu kemampuannya untuk
melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;

h. mengawasi Pengurus' dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya
kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;

i. memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi
Dewan Pengawas, Pengurus, dan seluruh karyawan; dan

j. menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana
Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

3.4. Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memelibara dan memantau tingkat kesehatan Dana

Pensiun serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan
Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.

Pasal 11
Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan
Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
Hasil Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan
dalam risalah rapat Dewan Pengawas/notulen dan didokumentasikan dengan baik.
Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas ayat (1) dan ayat (2)
wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan
pendapat tersebut. '
Anggota Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak menerima salinan risalah rapat Dewan
Pengawas.

,  (7)Jumlah..........
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Jumlah rapat Dewan Pengawas yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing
anggota Dewan Pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Pasal 12
Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mendukung pengawasan dan pemantauan penerapan manajemen risiko yang optimal,
Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko bertugas memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh
Pengurus dan menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.

Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit 2 orang anggota terdiri dari salah satu anggota
Dewan Pengawas yang mewakili peserta dan pihak lain.

Anggota Komite Pemantau Risiko harus memiliki pengalaman di bidang pemantauan risiko.

Pasal 13
Pengurus

Dana Pensiun dikelola oleh Pengurus.

Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan secara tertulis oleh Pendiri.

Orang yang dapat ditunjuk sebagai Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

c. Tidak perah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;

d. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi
pidana penjara 5 (lima) atau lebih dan/atau tindak pidana dibidang Dana Pensiun atau jasa
keuangan lainnya;

. Memiliki pengetahuan dibidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus
yjian yang diselenggarakan oleh Lembaga yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku;
Menandatangani surat pernyataan tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Pengurus;

. Mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penilaian kemampuan dan
kepatutan;

. mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak
memperoleh manfaat;

j. mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Pescrta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh

manfaat daripada kepentingan pribadi;

k. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan

Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

l. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi

yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.

Pengurus berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan susunan 1 (satu) orang diantaranya sebaga1

Ketua yang disebut Direktur Utama, dan lainnya sebagai Direktur.

o

=5 gq =

(S)Anggota..........
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Anggota Pengurus diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali selama 1 (satu) periode.

Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

Masa jabatan Pengurus berakhir, apabila :

a. Meninggal dunia; atau,

b. Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; atau,

c¢. Diberhentikan oleh Pendiri; atau,

d. Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini; atau,

e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau,

f. Dana Pensiun bubar.

Apabila jabatan anggota Pengurus kosong, Pendiri harus segera mengangkat anggota Pengurus
untuk mengisi kekosongan tersebut paling lama 6 (enam) bulan, dengan masa jabatan selama sisa
masa jabatan dati anggota yang digantikan atau sebagaimana dalam ayat (5) pasal ini.

Selama jabatan kosong, Pengurus yang ada dapat merangkap jabatan untuk mengerjakan tugas dari
jabatan yang kosong tersebut paling lama 6 (enam) bulan.

(10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sebelum berlakunya perubahan. -

(11) Dana Pensiun wajib memiliki anggota Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuban.
(12) Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilarang

merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau
fungsi investasi.

(13) Pengurus menerima honorarium, bonus dan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Pendin yang

menjadi beban Dana Pensiun.

(14) Pajak atas penghasilan sebagaimana ayat (13) Pasal ini menjadi beban Dana Pensiun.

(1)

Pasal 14
Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengurus
Tugas dan Kewajiban Pengurus :
1.1. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak lain yang
berhak atas Manfaat Pensiun.
1.2. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana
Pensiun.

1.3. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya
mengelola kekayaan Dana Pensiun.

1.4. Menyusun Rencana Bisnis untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

1.5. Pengurus wajib melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun;
b. Wajib menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun;

c.Melaksanakan..........
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c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dana Pensiun atau pelaksana tugas pengurus
sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang — undangan di bidang
Dana Pensiun,

d. Menindakalnjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi
audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;

e. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak
secara independent, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif dan kritis;

f Memastikan fungsi dan tugas masing — masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara
jelas sehingga masing — masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan
baik;

g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pendin;

h. Memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya
Peserta dan/atau pihak yang memperoleh manfaat;

i. Memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Dewan Pengawas
secara tepat waktu dan lengkap;

1.6. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.

1.7. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan
Dana Pensiun untuk setiap tahun buku kepada Pendiri dan Dewan Pengawas, paling lambat
tanggal 30 (tiga puluh) April tahun berikutnya, setelah tahun buku berakhir serta Laporan
tersebut harus disertai hasil Pemerikasaan Akuntan Publik.

1.8. Mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Peserta 3 (tiga) bulan
sekali, serta melaporkan kepada Pendirt dan Dewan Pengawas.

1.9. Wajib memberitahukan kepada OJK apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut
Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban membayar 1uran.

1.10. Wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen serla memberikan keterangan yang diperlukan
dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun oleh
OJK.

1.11. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan
waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

1.12. Wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta :

a. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
" b. Hal-hal yang timbul dalam kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;

c. Setiap perubahan Peraturan;

d. Ringkasan Laporan Investasi Tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat

1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK; '

e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;

. 1.13.Waijib..........
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1.13. Wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan dan perubahannya dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

1.14. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai
perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan
Pengurus.

1.15. Bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran
dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

1.16. Wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban mengenai segala kegiatan dan keadaan
keuangan kepada Pendiri, dalam hal Pengurus masa jabatannya telah berakhir.

1.17. Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi, wajib memiliki kemampuan yang
memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat
keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.18. Wajib menyampaikan laporan perubahan Arahan Investasi kepada OJK paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan dimaksud.

(2) Wewenang Pengurus:

2.1. Dengan persetujuan Pendiri dan .Dewan Pengawas, Pengurus dapat mengalihkan
pengelolaan  kekayaan Dana Pensiun kepada Lembaga Keuangan yang memenuhi
ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta arahan investasi yang ditetapkan
Pendiri.

2.2. Mengadakan perjanjian dengan Penerima Titipan yang ditunjuk oleh Pendin.

2.3. Menyusun organisasi Dana Pensiun, serta dapat mengangkat dan memberhentikan, termasuk
menetapkan penghasilan Pegawai Dana Pensiun yang menjadi beban Dana Pensiun.

2.4. Pengurus menetapkan Surat Keputusan Pensiun.

2.5. Dalam hubungan dengan Pihak Ketiga, Pengurus diwakili oleh Direktur Utama dan seorang
Direktur lainnya. Apabila Direktur Utama berhalangan dapat diwakili oleh 2 (dua) orang
Direktur, yang salah satunya adalah Direktur yang membidangi.

2.6. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun
di dalam dan di luar Pengadilan.

2.7. Memonitor data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan pada Pemberi Kerja dan
Peserta.

(3) Tanggung Jawab Pengurus :

3.1. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pendini.

3.2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan dan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun
sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

3.3. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian
yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau
melalaikan tugas atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun
serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau
dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

7 ,2.4Pengurus..........
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3.4. Pengurus bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan Dana
Pensiun serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelibara dan/atau meningkatkan
Tingkat Kesehatan Dana Pensiun.

Pasal 15
Rapat Pengurus

Pengurus wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.

Hasil Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat
Pengurus / notulen yang dan didokumentasikan dengan baik.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus wajib dicantumkan secara jelas
dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.

Anggota Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus berhak menerima
salinan risalah rapat Pengurus. _

Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing Pengurus
harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Pengurus dengan
memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.

BAB IV
PENERIMA TITIPAN

Pasal 16
Penerima Titipan

Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.

Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud ayat (1) -sesuai dengan
perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.

Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan sécara tertulis oleh Pengurus kepada OJK
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada
OIJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-
kurangnya memuat ketentuan :

a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;

b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;

, c.Pernvataan..........

[Tl |
/

KANTOR PUSAT : JL. PEMUDA 142 SEMARANG 50132, T : {024 3547541 (5 SALURAN), 3554025 {15 SALURAN) F : (024] 3540170-3520186-3556529 TX : 22301 BPD JTG 1A~ 22660 BPD TRI 1A



¢ Parnk Jateng

c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan
dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka
pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK atau oleh akuntan publik dan atau aktuaris yang
ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

BABYV
KETENTUAN KEPESERTAAN

Pasal 17
Kepesertaan

(1) Setiap Pegawai Bank berhak menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.1. Berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

1.2. Telah diangkat sebagai Pegawai Tetap berdasarkan Surat Keputusan Direksi;

1.3. Telah terdaftar di Dana Pensiun pada saat Peraturan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0225/HT.01.01/2017 tanggal 13 Juni 2017
disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-
38/NB.1/2017 tanggal 22 Juni 2017.

(2) Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk
dipotong gajinya untuk membayar Iuran Dana Pensiun.

(3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada
saat Peserta meninggal dunia atau Pensiun atau berhenti bekerja atau telah mengalihkan haknya ke
Dana Pensiun lain.

(4) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia
masih memenuhi syarat kepesertaan.

(5) Bagi Pegawai yang diangkat menjadi Direksi tidak lagi menjad: Peserta.

Pasal 18
Bukti Kepersertaan

Setiap peserta diberikan bukti kepesertaan, yang terdiri dan :
a. Kartu Peserta.
b. Buku Peraturan.

Pasal 19..........
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Pasal 19
Penetapan Usia / Tanggal Lahir

Penetapan usia Peserta ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sah atau keterangan-keterangan
pada waktu pengangkatan Pegawai yang diterima oleh Bank. Tanggal kelahiran atau usia yang
didasarkan pada keterangan Peserta tanpa bukti- bukti yang sah, tidak dapat diubah lagi dikemudian
hari untuk keperluan hak atas Manfaat Pensiun Peserta.

Usia Istri atau Suami dan Anak dari Peserta yang berhak atas Manfaat Pensiun Peserta, ditetapkan
sesuai dengan bukti-bukti atau keterangan yang sah pada waktu pendaftaran pertama di Dana
Pensiun.

Pasal 20
Usia Pensiun

Usia Pensiun Ditunda adalah saat peserta berhenti bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan
usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun.

Usia Pensiun Dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun atau setelahnya.

Usia Pensiun Normal, adalah usia saat Peserta mulai berhak menerima Manfaat Pensiun Normal,
ditetapkan 56 ( lima puluh enam ) tahun.

Pasal 21
Masa Kerja

Masa Kerja yang dihitung untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun Peserta, yaitu:

(1

)

€)

Q)

Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada
Pemberi Kerja dan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja, dengan ketentuan Masa Kerja diluar Pemberi
Kerja tersebut belum dipergunakan untuk perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemben Kerja
sebelumnya;

Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan
mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan
dana berdasarkan Peraturan, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih
lama dari Masa Kerja yang sebenamya;

Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan
mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dan
kecukupan dana berdasarkan Peraturan, maka kekurangan dana dimaksud mengurangi Masa Kerja
diluar Pemberi Kerja yang sebenarnya;

Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka
pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja;

. (5).Dalam... .......
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Dalam hal Masa Kerja dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diakui, baik sebagian maupun seluruhnya,
maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pemberi Kerja;

Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja dihitung dalam satuan tahun dan bulan,
dengan ketentuan Masa Kerja kurang dari 1 (satu) bulan dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh;
Peserta yang berhenti bekerja dan belum menerima Manfaat Pensiun kemudian dipekerjakan
kembali oleh Pemberi Kerja dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka masa kepesertaannya
diperhitungkan tanpa terputus.

Pasal 22
Turan Dana Pensiun

Besar Iuran Dana Pensiun ditetapkan sebagai berikut :
1.1. Turan Peserta sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
1.2. luran Pendiri sebesar selisih iuran yang dihitung oleh Aktuaris dengan iuran yang dibayar oleh

Peserta. '

Cara pembayaran Iuran Dana Pensiun :
2.1. Pendiri memungut Iuran Peserta setiap bulan.
2.2. Pendiri wajib menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada

Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

2.3. Iuran peserta dan Iuran Pendiri yang belum disctor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan
sejak jatuh temponya, dinyatakan :

a. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga sebesar tingkat
bunga Deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Umum milik Pemerintah yang tertinggi yang
dihitung sejak hari pertama dan bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal
ini.

b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi
Keputusan Pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

2.4. Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku 30 (tiga puluh) han setelah

Pegawai mendaftarkan diri sebagai Peserta Dana Pensiun.

BAB VI
KETENTUAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 23
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta
Hak Peserta :
1.1. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya
kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;

1.2.Peserta..........
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1.2. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat
Pensiun Normal;

1.3. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat tetapi belum
mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat;

1.4. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat;

1.5. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki
masa kepesertaan sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda;

1.6. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak
atas Turan Peserta ditambah bunga yang besarnya setingkat dengan bunga deposito berjangka 3
(tiga) bulan pada Bank Umum milik Pemerintah yang tertinggi selama periode kepesertaan dan
dibayarkan secara sekaligus.

Kewajiban Peserta :

2.1. Membayar Iuran Peserta ;

2.2. Menandatangani Kartu Tanda Peserta ;

2.3. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;

2.4. Mendaftarkan Istri/Suami, Anak atau seseorang yang ditunjuk apabila Peserta tidak menikah
dan tidak mempunyai anak, serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga,

2.5. Mentaati Peraturan.

Tanggung Jawab Peserta:

3.1. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam
rangka administrasi kepesertaan;

3.2. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 24
Manfaat Pensiun Normal

Besarnya Manfaat Pensiun Normal ( MPN ) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:

MPN = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun

Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi- tingginya 80 % (delapan
puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Pasal 25
Manfaat Pensiun Dipercepat

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:

MPD = Faktor Pengurang x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun

Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi- tingginya 80 % (delapan
puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

) Pasal26..........
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Pasal 26
Pensiun Ditunda

Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus :

PD = Faktor Pengurang x 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia
Pensiun Dipercepat atau setelahnya, berdasarkan pilihan peserta.
Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
a. tetap berada di Dana Pensiun; atau
b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberni Kerja lain; atau
c. dialihkan kepada Dana Pensiun L.embaga Keuangan;
dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain
atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai
Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dan
atau sama dengan batasan minimum sesuai ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun,
hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

Pasal 27
Manfaat Pensiun Cacat

Besarnya Manfaat Pensiun Cacat ( MPC ), dihitung dengan menggunakan rumus:
MPC = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.

Pasal 28
Manfaat Pensiun Janda / Duda Dan Anak

Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda dan Anak berhak atas Manfaat
Pensiun Janda / Duda dan Anak.

Dalam hal Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal atau
menikah lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.

Manfaat Pensiun wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Manfaat Pensiun Anak sebagai dimaksud dalam ayat (3) dapat terus dibayarkan sampai Anak
mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan Anak masih sekolah yang harus
dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Pagal 29 . ..o
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Pasal 29
Besar Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak

Dalam hal Peserta meninggal dunia pada Usia Pensiun Dipercepat, maka besarnya Manfaat Pensiun
Janda/Duda dihitung dengan menggunakan rumus :

80 % x ( 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun )
Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 46 tahun, maka besarnya Manfaat
Pensiun Janda/Duda adalah :

80 % x Faktor Pengurang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun)
Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dihitung sampai dengan Usia
Pensiun Normal.
Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, besar Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah 80 % (delapan
puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan.
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal
dunia atau kawin lagi, kepada anak dibayarkan Manfaat Pensiun sebesar yang dibayarkan kepada
Janda/Duda.

Pasal 30
Pembayaran Manfaat Sekaligus

Peserta atau Pihak yang Berhak dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus
apabila Manfaat Pensiun yang dibayarkan perbulan adalah kurang dari atau sama dengan batasan
minimun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka dana yang
dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk adalah sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun
Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia dan dibayarkan secara sekaligus, dengan
ketentuan:

a. Masa kerja dihitung sampai dengan Peserta meninggal dunia;

b. Nilai sekarang sesuai usia Peserta meninggal dunia.

Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir,
dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari besarnya Iuran
Peserta dan hasil pengembangannya, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus
kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

Dalam hal Peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun,
Peserta berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah bunga yang layak.
Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia dan tidak mempunyai
Janda/Duda dan Anak, maka hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk
secara sekaligus, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sarnpai saat Peserta berhenti bekerja.

(6).Dana..........
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Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak :

a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen
yang membuktikannya.

b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berpindah warga negara.

c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di
Indonesia.

Pasal 31
Faktor Pengurang dan Nilai Sekarang

Faktor Pengurang dan Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 , Pasal 26 ayat (1) dan ayat
(4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria
yang sama yang dipergunakan pada perhitungan aktuaria yang terakhir.

(1)
2
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BAB VII
MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 32
Manfaat Pensiun Peserta

Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat dan Manfaat Pensiun Cacat dibayarkan sejak
Peserta Pensiun atau peserta berhenti bekerja.

Manfaat Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau
setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.

Pembayaran Manfaat Pensiun Pensiunan berakhir pada akhir bulan Pensiunan meninggal dunia.

Pasal 33
Manfaat Pensiun Janda/Duda

Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak Peserta meninggal
dunia selama 6 (enam) bulan sebesar Manfaat Pensiun Peserta, sehingga pada bulan ke 7 (tujuh)
mulai menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
peraturan ini.

Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Pensiunan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya sejak
Pensiunan meninggal dunia selama 6 (enam) bulan sebesar Manfaat Pensiun Pensiunan, sehingga
pada bulan ke 7 (tujuh) mulai menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda sebesar 80% (delapah puluh
persen) dari Manfaat Pensiun Pensiunan.

(3).Pembayaran. ..
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Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia
atau menikah lagi.

Pasal 34
Manfaat Pensiun Anak

Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak bulan berikutnya setelah berakhimya pembayaran
Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Peserta meninggal dunia tanpa meninggalkan Janda/Duda.
Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan sejak Anak meninggal dunia atau
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) Surat
Keputusan ini. ;

Pasal 35
Kelengkapan Pembayaran Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun Peserta.

Peserta yang bersangkutan menyampaikan kepada Pengurus :

a. Salinan Surat Keputusan mengenai pemberhentian Peserta dari Pendin; dan

b. Daftar Susunan Keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun.

Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.

Janda/Duda yang bersangkutan menyampaikan kepada Pengurus :

a. Surat Keterangan Kematian Peserta atau salinannya dari pejabat yang berwenang;

b. Surat Nikah atau salinannya;

c. Kartu Keluarga atau salinannya yang terbaru; dan

d. Daftar susunan Keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Pemberi Kerja.

Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak.

Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun menyampaikan kepada Pengurus :

a. Surat Keterangan Kematian orang tuanya atau salinannya dari pejabat yang berwenang;

b. Surat Keterangan Kelahiran Anak atau salinannya, sesuai dengan yang terdaftar pada Pemberi
Kena;

¢. Daftar susunan Keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Pemben Kerja; dan

d. Surat Keterangan masih sekolah/kuliah dari Sekolah/Universitas bagi anak usia 21-25 tahun.

Dana yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.

Pihak yang ditunjuk menyampaikan kepada Pengurus :

a. Surat keterangan kematian Peserta atau salinannya dari pejabat yang berwenang; dan

b. Surat Keterangan Bukti Diri (KTP/SIM/Pasport).

= Pasal 36..........
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Pasal 36
Tata Cara Dan Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk

Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya,
seperti pemikahan, perceraian, perujukan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.

Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas
Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan bermaterai cukup.
Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal im tidak menunjuk seseorang yang
berhak atas Manfaat Pensiun, maka hak Peserta tersebut diberikan kepada Ahli warisnya yang sah.
Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.

Penunjukkan dinyatakan batal apabila Peserta menikah dan/atau mempunyai Anak serta didaftarkan
pada Dana Pensiun.

Pasal 37
Pengalihan/Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun

Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai
jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat
Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana
Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang- Undang Dana Pensiun.

Pasal 38
Kenaikan Besar Manfaat Pensiun Bagi Pensiunan

Kepada para penerima Manfaat Pensiun bulanan yang telah ada sampai dengan bulan Desember

2020 diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar sebagai berikut :

a. Bagi penerima manfaat pensiun sampai dengan Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) diberikan kenaikan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Bagi penerima manfaat pensiun lebih dari Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh nbu
rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kenaikan sebesar
Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

c. Bagi penerima manfaat pensiun lebih dann Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan
kenaikan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku dan

dibayarkan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

' Pasal39..........
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Pasal 39

Bagi Mantan Direksi yang telah menerima manfaat pensiun bulanan pada tahun 2000 diberikan

kenaikan sebesar :

a. Nomor Urut Pensiunan P.0146 diberikan kenaikan sebesar Rp1.550.489,- (Satu juta lima ratus
lima puluh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

b. Nomor Urut Pensiunan P.0147 diberikan kenaikan sebesar Rp2.544.847.- (Dua juta lima ratus
empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

c. Nomor Urut Pensiunan P.0180 diberikan kenaikan sebesar Rp3.094.581,- (Tiga juta sembilan
puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). :

Bagi mantan Direksi yang telah menerima manfaat pensiun bulanan pada tahun 2004 diberikan

kenaikan sebesar :

a. Nomor Urut Pensiunan P.0148 diberikan kenaikan sebesar Rp1.212.003,- (satu juta dua ratus dua
belas ribu tiga rupiah);

b. Nomor Urut Pensiunan P.0182 diberikan kenaikan sebesar Rp925.966.- (Sembilan ratus dua
puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

¢. Nomor Urut Pensiunan P.0192 diberikan kenaikan sebesar Rp3.367.432,- (Tiga juta tiga ratus
enam puluh enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Bagi mantan pegawai yang menjadi Direksi Bank Jateng namun tidak menerima fasilitas

penyesuaian pangkat dan golongan pada Tahun 2018 diberikan kenaikan sebesar Rp3.952.639.-

(tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bagi penerima Manfaat Pensiun berdasarkan ketentuan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dalam Pasal im

tidak berhak menerima kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana pada Pasal 38 peraturan ini dan

kenaikan Manfaat Pensiun mulai berlaku sejak di sahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 40
Manfaat Lain

Bagi Pensiunan, Janda/Duda, anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan, berhak
menerima Manfaat Lain yang terdiri dan :

a. Dana Manfaat Tambahan untuk Perayaan Hari Idhul Fitri dibayarkan di bulan Ramadhan.

b. Dana Manfaat Tambahan untuk Perayaan- Natal dan Tahun Baru dibayarkan di Bulan Desember.
Besarnya Manfaat Tambahan sebagaimana ayat (1) huruf a dan b adalah masing- masing 1 (satu)
kali Manfaat Pensiun Bulanan.

Pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan berasal dari luran Pemberi Kerja, dengan besar dan waktu
pembayaran sesuai dengan perhitungan aktuaria.

BAB VIH..........
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BAB VIl
BEBAN PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN

Pasal 41
Jenis Beban

Beban penyelenggaraan Dana Pensiun terdiri dari:
(1) Beban Investasi

@

&)

a.

b
c
d
€
f.

Beban Transaksi.
. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan.

. Beban Penyusutan Bangunan.

. Beban Manajer Investasi.

. Beban Kustodian.

Beban Investasi lain.

Beban Personalia :

TR s RO A TP

. Beban Pegawai bagi Pegawai Dana Pensiun.

. Beban Honorarium bagi Dewan Pengawas, dan Pengurus.

. Beban Pendidikan dan Latihan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.
. Beban Kesehatan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.

Beban Rekreasi dan Olah Raga bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.
Beban Lembur bagi Pegawai Dana Pensiun.

. Beban Pakaian Dinas bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.

. Beban Uang Cuti Tahunan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.
Beban Uang Cuti Besar bagi Pegawai Dana Pensiun.

Beban Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.
. Beban Iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi Pegawai Dana Penstun.

Beban Asuransi Jiwa bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.

m.Beban Tunjangan Hari Raya bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.

n

o
P

. Insentif atas Pencapaian Target Hasil Usaha bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana
Pensiun. ,

. Bonus bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.

. Beban Pesangon bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai Dana Pensiun.

Beban Administrasi dan kantor :

a.

L B O =V « = 1

Beban Sewa Gedung.

. Beban Listrik, air, dan migas.

. Beban Telekomunikasi.

. Beban alat tulis, barang cetak dan foto copy, Perangko, Meterai.
. Beban Informasi, publikasi.

Beban Surat Kabar dan majalah.

g,_' Clr
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g. Beban Pajak.
h. Beban Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi.
i. Beban Pemeliharaan Operasional.
j. Beban Perjalanan Dinas dan Transportasi.
(4) Beban Penggunaan Jasa Pihak Ketiga:
a. Beban Aktuaris.
. Beban Akuntan Publik.
. Beban Notaris.
. Beban Konsultan.
. Beban Penerima Titipan.
Beban Jasa Penilai.
. Beban Penggunaan Jasa Perbankan.
. Beban Pengacara dan penyelesaian masalah hukum.
(5) Beban Pemeliharaan dan Penyusutan Aktiva tetap:
a. Beban Penyusutan Gedung, Kendaraan dan Inventaris.
b. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung.
c. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan.
d. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Inventaris.
(6) Beban Operasional Lain:
Beban Rapat dan Jamuan Tamu.
. Beban Keamanan.
. Beban Asuransi.
. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.
Beban Pembinaan Organisasi Pensiunan.
Bantuan Uang Duka dan Kemalangan.
. Beban Sosialisasi.
. Beban Iuran OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
(7) Beban pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

S0 Hh 0o A0 o

PR Mo oo op

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 42
Manfaat Pensiun Bagi Pegawai Yang Diangkat menjadi Direksi

(1) Bagi Pegawai yang telah menjadi peserta dan diangkat menjadi Direksi, maka berlaku ketentuan
sebagai benkut :
a. Diberhentikan sebagai Peserta Dana Pensiun dan hak kepesertaannya dibayarkan sesuai dengan
usia pada saat diangkat menjadi Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

_ . b.Besarnva..........
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b. Besamya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dihitung berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun
(PhDP) tertinggi yang berlaku di Bank.

Bagi Direksi yang telah menerima manfaat pensiun bulanan setelah disahkannya Surat Keputusan
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0500/HT.01.01/2017 tanggal 28
November 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor KEP-105/NB.11/2017 tanggal 2 Maret 2018, tetap menerima manfaat pensiun bulanannya.
Bagi Direksi yang berasal dari Pegawai dan diangkat sebelum Peraturan ini disahkan oleh OJK dan
belum berakhir periode jabatan, maka Direksi tersebut berakhir kepesertaanya di Dana Pensiun dan
berhak atas manfaat pensiun sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0225/HT.01.01/2017 tanggal 13 Juni 2017 dan telah
mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.11/2017
tanggal 22 Juni 2017 dengan masa kerja Direksi dihitung sampai dengan Surat Keputusan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0500/HT.01.01/2017 tanggal 28 November
2017 dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-
105/NB.11/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Pasal 43
Dana Tidak Aktif

Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk

membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki

usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh :

a. Peserta tidak diketahui keberadaannya;

b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun
tidak diketahui keberadaannya;

Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

Apabila sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak

terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif

tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan dana tersebut ke Balai Harta Peninggalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta

pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 44
Tahun Buku

Tahun Buku Dana Pensiun ini dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember setiap tahun.

Pasal45..........
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Pasal 45
Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain

Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibayar atas beban Dana Pensiun.
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung disetorkan ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB X
TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN
DAN PEMBUBARAN DANA PENSIUN

_ Pasal 46
Perubahan Peraturan Dana Pensiun

Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan atas pendanaan
dan/atau atas besarnya Manfaat Pensiun, maka harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak
Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.

Pasal 47
Pembubaran Dan Penyelesaian Dana Pensiun

Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK.

Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila OJK berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat
memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya
iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.

Dana Pensiun bubar dengan sendirinya apabila Pendiri Dana Pensiun bubar.

Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan OJK dan penyelesaiannya dilakukan oleh
likuidator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XI
PENUTUP

Pasal 48
Ketentuan Peralihan

Khusus bagi Pegawai yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 Aprl 1992, selain
memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun juga diberikan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT)
secara sekaligus, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Tengah Nomor: 0163/HT.01.01/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini dibayar oleh penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 49
Penutup

Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau adminisratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan/atau
peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau
Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri
sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0500/HT.01.01/2017 tanggal 28 November 2017
tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh OJK.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 24 Februari 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

/ Direksi, I ,'7

IRIANTO HARKO SAPUTRO
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